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ABSTRAK 

 

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak signifikan terhadap kehidupan 

masyarakat, baik dalam aspek positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul 

di ruang siber adalah praktik doxing. Doxing merupakan tindakan mengakses, mengumpulkan, 

serta menyebarluaskan informasi atau data pribadi seseorang kepada publik tanpa persetujuan 

pemiliknya. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga dapat menimbulkan 

kerugian berupa ancaman, intimidasi, maupun bentuk kejahatan siber lainnya. Dalam sistem 

hukum nasional, hak atas privasi telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur 

doxing dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menelaah bentuk 

pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan dokumen yang berisi data pribadi pihak 

lain melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach).  

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Doxing, Dan Media Sosial. 
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ABSTRACK 

Advances in information technology have had a significant impact on people's lives, 

both in positive and negative aspects. One of the negative impacts that arise in cyberspace is 

the practice of doxing. Doxing is the act of accessing, collecting, and disseminating a person's 

personal information or data to the public without the owner's consent. This act not only 

violates the right to privacy, but can also cause harm in the form of threats, intimidation, and 

other forms of cybercrime. In the national legal system, the right to privacy has been 

guaranteed in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 

and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research aims to 

analyze the elements of doxing in Indonesian legislation and examine the form of legal liability 

for the misuse of documents containing personal data of other parties through social media. 

This research is a normative legal research using statute approach and conceptual approach.  

Keywords: Legal Certainty, Doxing, And Social Media. 
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